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PEMERINTAII KOTA MAGELANG

PLRATURAN DAERAII KOTA MAGELANG
NOMOR 17 TAHUN 2000

TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA LEMBAGA TEKNIS

KOTA MAGELANG

DENGAN RAHIMAT TUITAN YANG MAILA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

a bahwa schubungan dengan perubahan orgamsast Pemenntal
Daerah. maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah
Susunan Orgamisasi dan latakerja Lembaga

Mentmbang

vang niengatur
:l chs Kota Magclang .

b bahwa pengaturan terscbut  dimaksudkan untuk dapat
menvesuatkan dengan  tugas pokok dan tungsi Lembaga
Tekmis Kotz Magclane  dalam upaya peningkatan
penvelenggaraan pemicrintahan, pelaksanaan pembangunan
Jan bimbingan  Kemasyarakatan  secara berdavaguna dan

berhasil guny .
maksud tersebut diatas perlu diatur dan

bahwa untuk : )
pan Peraturun Daerah Kola Magelang .
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e I'“:I"“'“"i“”‘ Majehis  Permusyawaralan Rak val R“P"hhl‘l
Indonesia Nomor 1V MPR 2000  tentang Rekomendas
Kebnakan dalam Penvelenegaraan Otonomi Dacrah

Pembentukkan Daerah-daerah Kota Kectl Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur. Jawa Teneah dan Jawa Barat

: i;ndnn_z—undanj: Nomor 22 ahun 1999 (entang i’cmennmhm
Dacerah (1 embaran Newvara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 60 Tambahan | embaran Negara R1 Nomor 3839);

6. Undany-undany Nomor 25 Tahun 1999 tentang Penmbanyun
Et'tl.“tﬂg:m antara Pemerintah Pusat dan Daermh (| embaran
Negara Repubhik Indonesialahun 1999 Nomor 72 lambahan

I embaran Newvara BT Nomor 3848)

7. Undang-undang Nomor 8§ lahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepesawaan (Temburan Negara Repubhk Indonesia Tahun
1971 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor
3041) sebagmimana telah dubah dengan Undang-undang
Nomor 43 Tahun 1990 (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahar 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran
Negara 21 Nomor 3890) -

8 Poremiran Pemenntah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemenntah dan Kewenangan Propinsi sebagan
Dacrah Otonom  (Lembaran Negara Repubhk  [ndoncsia
Nomor 34, Tambahan Lembarman Negara RI Nomor 3952) -

Q. Peraturan Pemenntah Nomor 84 Tahun 2000 (enlung

Pedoman Orgamisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 165 -

10. Kepntusan Presiden Repubhk Indonesia Nomaor] 59 tentang
Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaran Daerah.

Dengan Perselujuan

DEWAN PERWARKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

AMEMUTUSKAN :

erewokan - PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG
| | SIST'N AN ORGANISAST DAN TATAKERIA LEMBAGA
TERNS ROTA MAGELANG,

BAR 1

.-’
=
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BAB 1
KETENTIUAN UMUM

Pasal |
Dalam Peraturan daerah ini vang dimaksud dengan
a. Daerah adalah Kota Magelang ;
b. Pemerintah Dacrah adalah Pemerintah Kota Magelang
c. Walikota adalah Walikota Magelang :
d. Walkil Walikota adalah Wakil Walikota Magelang ;

¢. Lembaga Tekms adalah Lembaga Tekmis Kota Magelang .

BAB |1
PEMBENTUKAN ORGANISASI

Pasal 2
(1) Dengan Peraturan aerah int dibentuk Lembaga Teknis.

(2) Orgamsast Lembaga  Tekms  dibenluk berdasarkan
pertimbangan-perimbangan sebagar berkut :

4. kewenangan Pemenntahan

<

karaktenstih. potensi dan Kebutuhan .
¢. kemampuan keuangan -
d  ketersediaan sumber daya aparatur .

. pengembangan pela kega sama antar dacrah dan
dengan pihak ketiga.

('

BAB 111
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK dan FUNGS!

Pasal 3

(1) Lembaga Tekms merupakan unsur penunjang Pemernntah
[ Jaerah vang dipimpin oleh seorang Kepala vang berada di
bawah dan berlanggung jawab kepada Walikota melalui
Sekrelans Dacrah,

2) Lembaga [ckimis mempunvar tugas membantu Walikota
dalam penvelengparan Pemenntah Daerah (b hdangnya.

(3) Untuk menvelenggarakan tugas

sebagaimana dimaksud
aval (2) Pasal i, Lembaga Tekms mempunyai tungsi :

4. parumusan

iiii
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a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan hingkup
hu‘r:l*;nf;n 2

b. penvediaan  pelayanan  penunjang penvyelenggaraan
Pemernintahan Dacrah

BAB IV
ORGANISAS] LEMBAGA TEKNIS

Pasal 4
Lembaga Teknis terdiri dan

1. Badan Perencanaan Kota |

!‘J

Hadan Pengawasan .

'y

 Badan Kepepawaan Dacerash

1. Badan Pelavanan Kesehatan RSU Tidar .

L

Kantor Inlormas: dun Kehumasan |

6. Kantor Pengendahan Dampak Lingkungan

7 Kantor Pemberdayaan Masyarakat .

Q  Kantor Kesatuan 3angsa dan Perlindungan Masyarakat ;
9 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja .

10 Kantor Pengolahan Data Elektronik dan Arsip ;

11 Kantor Kescjahteraan Sosial |

12 Kantor Kecbudavaan dan Pariwisata ;

13 Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil

14 Kantor Pengeloluan Pasar |

| 5. Kantor Perthubungzan .

|6 Kantor Koperast. Pengusaha Kecil dan Menengah |

| 7.Kantor Tenaga Kerja.

Bagian Pertama

Badan Pecrencanaan
Pasal 35
Badan Perencanaan Kota, terdin dan
|. Kepala Badan:
2. Sckretanat, mcliputt
a. Sub DBag .....
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a.  Sub Bag. Umum dan Kepegawaian ;

b. Sub Baw. Kceuangan

3. Bidang | Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sosial
Budava. mchpul -

a.  Sub Hidang Pertaman. Pengaran, Tenaga Kera dan
Pemberdavaan Masyarakat

b. Sub Hidang Industn. Perdagangan. Koperasi. knergi dan
Duma Usuha .

¢.  Sub Bidung Kesejahteraan Rakyat, Keschatun / Keluarga
Berencana. Agama. Pendidikan dan Kebudayaan.

4. Bidang 1l Perencanuan Pembangunan bisik dan Prusurana
meliputs

a. Sub Bidang Perhubungan, Panwisata dan Kena Sama
Pembangunan :

b. Sub Bidane Pengembangan Kawasan, Tata Ruang dan

Pemukiman Perumahan.

L [

. Bidang 1l Penclitian, Pengembangan, Data dan Pclaporan.
meliputi -

2. Sub Bidang Penclitian dan Pengembangan Pemerintahan,
Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masvarakat |

b, Sub RBidang Penelitan dan Pengembangan Fkonomi,
Kecuangan dan Pembangunan |

¢ Sub Bidane Data Informasi dan Analisa

d  Sub Bidang Evaluasi, Laporan dan Pengendahan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Badan Pengawasan

Pasal 6
Badan Pengawasan. terdin dar
|. Kepala Badan .
2 Sekretanat, mehipuln .
a.  Sub Bag. Umum dan kepegawaian ,
b, Sub Bag. Evaluasi dan Pelaporan |
¢ Sub Bag. Administrasi

3. Pemenksa .....
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4.  Pemenksa Pembantu Bidang Pemenmntahan

b. Pemernksa Pembantu Bidang Pertanahan ;

Pemeriksa Bidang Pemerintahan dan Pertanahan. meliputt

4. Pemenksay  Bidang  Perekonoman. Pembangunan dan
Kesejahleraan Masyarakat. mehput
a.  Pemeriksa Pembantu  Bidang  Perckonomian
b. Pemenksa Pembantu Bidang Pembangunan .
¢. Pemenksa  Pembantu Bidang Kesejahteraan
Masvarakat :
5. Pemeriksa Bidang Keuangan dan Kekayaan, meliputi .
a. Pemeriksa Pembantu [Bidang Keuangan -
b. Pcmcriksa Pcmbantu Bidang Pcngadaan,

Pemeliharaandan Penghapusan .

Masvarakat dan Aparatur, meliputi -

4 Pemeriksa Pembantu Bidang Kesatuan Bangsa
Perlindungan Masyarakar

b Pemeriksa Pembantu Bidang Aparatur

7 Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Kehga

Badan Kepegawaian Daecrah

Pasal 7
Badan Kepegawaian Naerah, terdin dan -
1. Kepala Badan |

2 Sckretunal mehpub

1.  Sub Baz. Perencanaan, Pengembangan dan Evaluas: ;

b.  Sub Bag. Umum dan Admunstras) Kepegawaian |

c. Sub Bag. Keuangan.

3. Bidung Kepungkatan dan Pensiun. meliputy
4 Sub Bidang Registrasi Kepangkatan dan Pensiun ;
b.  Sub Bidang Kcpangkatan |

¢ Sub Bidang Pensiun

4. Bidang

Scanned by TapScanner
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4. Bidang Informasi Administrasi Kepegawaian, meliputi :
a. Sub Budang Adimimistrasi Data Base dan Sistim Janngan:
b. Sub Bidang Operasional Komputer dan Penvajian
Informas: Kepegawaian,

5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat
Badan Pelayanan Kesehatan RSU Tidar

Pasal 8

Badan Pelavanan Kesehatan RSU Tidar, terdir dan :
1. Kepala Badan ;
2. Sckretanat. meliputi :

a. Sub Bag. Unum dan Rumah Tangga :

b. Sub Bag. Kepegawaian :

¢. Sub Bag. Diklat dan Penclitian .

d  Sub Bag Tukum dan Humas.
3 Bidang Pelavanan Medik, mehiput

a  Sub Bidang Perawatan ;

b, Sub Bidang Gawal Darural ;
Sub Bidang Bedah Sentral ;
Sub Bidang Sunitasi Rumah Sakit dan Pengendalian
Intekst Nosokamuial Rumah Sakit.

2

e

4. Bidang Penunjang Medik, mehiputy
a. Sub Bidang Pelavanan Radiologi .
b.  Sub Bidang Pclayanan Patologi
c. Sub Bidang Giz1 :
d. Sub Bidang Farmasi.
S Bidang Bina Program dan Sistim Informasi, meliputi -
Sub Bidang Rekam Medik |

b. Sub BHidang Penvusunan Program, Perencanaan dan
Fvaluast Medik,

4 Sub Bidang Pusat Informas: Terpadu.

6. Bidang ... ..

Scanned by TapScanner



6. Bidang Keuangan, meliputi -
4. Sub Bidung Anggaran Belanja Rubin
b. Sub Bidang Analisis dan Investasi Anggaran :

¢ Sub Bidang Pengawasan dun Venlikas: Keuangan.

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima

Kantor Informasi dan Kehumasan

Pasal 9
Kantor Informasi dan Kehumasan terdin dan :
1. Kepala Kantor
2. Sub Bagian Tata Usaha:
3. Seksi-sekst. meliputs .
a.  Seksi ITubungan Antar Lembaga ;
b, Scksi Mcdia Informasi dan Komunikast .
¢ Seksi Pelavanan Informasi.

4. Kelnm;nk Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam

Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan

Pasal 10
Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan terdir dari
. Kcpala |
7 Sub Bagian lata Usaha ;
3 Seksi-seksi, mehpuli
2 Seksi Pengendalian Lingkungan ; |
b. Seksi Kebersihan :

¢ Seksi Pertamanan dan Pemakaman ;

4 Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian ....
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Bagian Ketujuh
Kantor Pemberdavaun Masyarakal
Pasal 11

, | Bl
Rantor Pemberdayaan Masvarakal, lerdin dan -

. Kepala Kantor -

W]

- Sub Bagian Tata Usaha .

FJ-_

. Neksi-seksi meliputi
a.  Scksi Kelembagaan Masyarakat .
b.  Seksi Pembangunan dan Pemukiman .
c.  Scksi Pengembangan Kcelurahan ¢

4. Kelompek Jabatan Fungsional.

Bagian Kedelapan

Kantor Kesatuan Bangsa dan Perhndungan Masyarakal

Pasal 12

Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, terdiri
dan :

1. Kepala Kantor |
2 Sub Bagan Tata Usaha
3. Seksi-Sekst, meliputi
a  Sckst Hubunean Antar Lembaga dan Kesatuan Bangsa .
b.  Seksi Pengkanan Masalah Strategis Daerah :

¢ Sekst Kestagaan dan Penanggulangan Bencana Alam

d.  Scksi Peningkatan Sumber Dava Masvarakat dan Satuan
Perlindungan Masvarakat.
4. Kelompok Jabatan ['ungsional.
Baman Kesembilan
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Pasal 13
K antor Satuan Polisi Pamong Praja, terdin dan -

. Kepala Kantor :

7 Sub Bawian lTata Usaha ;

3. Seks: ..
Y

P e I I VO B o N —
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3. Seksi-seksi. meliput;
o .

b.

Sekst Pembinaan Operasional -

Sckst Pembinaan Pengembangan Kapasitas.

4. Kulurnpnk Jabalan Fungsional.

Bagian Kesepuluh

Kantor Pengolahan Data Elektronik dan Arsip

Pasal 14
Kantor Pengolahan Data Elektronik dan Assip, terdini dar :
1. Kepala Kantor:
2. Sub Bagian Tata Usaha ;
3. Seksi-seksi. meliputy:
a.  Seksi Data Masukan dan Program Pengembangan.
b. Seksi Pelavanan Data -
c. Scksi Akuisist Arsip.
4 Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesebelas

Kanlor Kescjahleraan Sosial

Pasal 15
Kantor Kcscjahteraan Sosial, terdirn dan :
1. Kepala Kantor ;

Sub Bagian Tata Usaha ;

w N

Seksi-Sekst . meliputa

4 Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial ;

b, Seksi Pembinaan Kepahlawanan dan Kesetakawanan
Sosial :

Seksi Bimbingan dan Pengembangan Tenaga Sosial /

rJ

Partisipasi Sosial.
4. Kelompok Jabaian Fungsional.
Bagian ... ..

10

Scanned by TapScanner



Bagian Keduabelas

Kantor Kuhuduyuan dan Panwisala

Pasal 16
Kantor Kebudavaan dan Pariwisata, terdiri dari :
. Kepala Kantor -
2. Sub Bagian Tata Usaha -
3. Scksi-Seksi . meliputi -
A, Sekst Kebudayaan ;
b.  Seksi Pariwisata

¢. Sckst  Penvuluhan, Pemasaran  Panwisata  dan
Kebudavaan.

4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga belas
Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil

FPasal 17

Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, terdin dar :
|. Kepala Kantor .
2. Sub Bugian Tata Usaha .
3. Seksi-Seksi. meliputi

a. Scksi Pclayanan Pendaftaran ;

b. Seksi Pelavanan Pencatatan ;

c. Scksi Mutasi.

4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat belas

Kantor Pengelolaan Pasar

Pasal 18
Kantor Pengelolaan Pasar, terdiri dar :
. Kepala Kantor:
2. Sub Bagian Tata Usaha ;
3. Scksi-Seksi , meliputs :
a. Seksi Retribusi Pasar ;

11
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b

c. Seks I‘\I.:}'P'L'rl'!iihﬂﬂ: Keleriban dan Keamanan Pasar.

4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima belas

Kantor Perhubungan

Pasal 19

Kantor Perhubungan, terdini dari :

. Kepala Kantor ;

to

Sub Bagian Tata Usaha ;
3. Seksi-Sekst, mehputn
a. SeksiLalu Lintas :
b. Seks: Angkutan .

¢ Seksi Teknik Kendaraan Bermotor.

4. Kclompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam belas

Kantor Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah

[Pasal 20

Kantor Koperast Pengusaha Kecil dan Menengah, terdin dari :

. Kcpala Kantor |
2 Sub Bagian Tata Usaha ;
3. Scksi-Scksi . meliputi
a. Seksi Bina Usaha:
b. Seksi Bina Lembagy |
C.

4. Kelompok Jabulan Fungsional.

Seksi Penataan dan Pemeliharaan Pasar -

Seksi Fasihitast Permodalan dan Simpan Pinjam ;
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Bagian Ketujuh belas

Kantor Tenaga Kenja

Pasal 21

Kantor Tenaga Kerja, terdiri dari -
. Kepala Kantor :
2. Sub Bagian Tala Usaha °
3. Seksi-Seksi . mehiputs -

a.  Seksi Kesejahteraan dan Pelatihan ;

b.  Seksi Hubungan Kenja

¢.  Sekst Penempatan dan Pengawasan Tenaza Kena.

4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 22

(1) Badan dan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
Peraturan Dacrah int masing-masing diprmpin oleh scorang
Kepala Radan dan scorang Kcepala Kantor yang ncrada
dihawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalu
Sekda

(2) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 6 7 8% Peraturan Dacrah inmi. masimg-masing dipimpin
oleh scorang  Sckretans dan Kepala Bidang yang berada

dibawnh dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala
Badan.

(3) Sub Bidang dan Sub Bagian sebagaiamana dimaksud dalam
Pasal 5 6. 7. 8 Peraturan Dacrah ni. masing-masing
dipimpin olch scorang Kepala Sub Bidang dan Kcepala Sub
Bagian vang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala
hidang dan Sckretaris.

(4) Sub Bagian, dan Seksi sehagaimana dimaksud dalam Pasal
9. 10111213, 14 15 16, 17. 18, 19. 21 Peraturan Naerah
ini. masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala  Sub
Bagian dan Kepala Seksi vang berada dan bertanggung
iawah kepada Kepala Kantor,

Pasal .

I3
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Pasal 23

B.-...hmlpul- Jabatan Funesional nr:bm_unnuuu dimaksud dalul!l
Pasal 5.6.7.8.9. 10. 11. 12, 13. 14. 15, 16. 17. 18, 19. 20. 21

b FOE 1 - ) S
Peraturan Dacrah i, :nmmg-mumu; Jikoordinasikan - oleh
Peyabat Fungsional Senior selaku Ketua Kelompok.

JAB IV
TATA KERJA

Hasal 24

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Kepala
Kantor. Kepala iidang. Kepala Sub Bidang. Kepala Sub

Bagian dan Kepala Seksi scbagaimana dimaksud Pasal 5. 0,
7 2 0 10 11 12 13 14 1S 106, 17, 18, 19, 20, 21

Peraturan Daerah ini. menerapkan prinsip  koordmas:,
mlegrast dan sinkromisast baik inlern maupun anlar unil
organisasi  lainnya, sesuar  dengan  fugas pokok dan
fingsinva masing-masing.

(2) Setiap prmpimnan saluzn orgamsast di hnekungan Badan dan
Kantor wajib melaksanakan pengawasan meiekat.

Pasal 25

Penjabaran Tugas Pokok dun Fungsi Badan dan kKantor vang
dyabarkan  berdasarkan Susunan  Organisasi  sebagaimana
d:m:lwudd:!dm Pasal 5.0,7.8,9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 10, 17,

19 20. 21 Peraturan Daerah im ditetapkan dengan Keputusun

\}‘.'at ll'ntl[di

BAB V
KEPEGAWAIAN

Bagian Pertama

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan

Pasal 26

Jenjunyg _;]hil yn dan kepangkalan serla susunan kepeygawaian
diatur sesuar dengan peraturan perundang-undangan vang

berluku.

Bagian ... .

14
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Bagian Kedua

Pengangkatun dan Pemberhentian

Pasal 27
(1) Pejabat Fselon 11 dan 1ii dilingkungan Lembaga Teknis
diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
(2) Pejabat Esclon IV dilingkungan 1 embaga Teknis diangkat
dan diberhentikan oleh Sekretaris Dacrah atas pelimpahan
kewenangan olch Walikota.

Pasal 28

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional diatur
sesuat dengan peraturan perundang-undangan vang berlaku.

BAEB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Oreanisast  Lembaga  Tekmis  sebagaimana

Bagan  Susuniai ‘ —
- merupakan bagian yang fidak

tercantum dalam Jampiran, |
terpisahkan dengan Peraturan Daerah 1ni.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

kat berdasarkan Peraturan Daerah yang
mclaksanakan tigas-tugasnya sampai
Pejabat baru berdasarkan Peraturan

Para Pejabat vang diang
ada schelumya, fetap
dengan  pengangkatan

Dacrah int,

BAB VI ...
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BAB VIII

PENUTUP

Pasal 3]

Dengan berlakunya Peraturan Daerah inj maka -

p - . . : - g i h

a. %uda .Numui > lahun 1987 tentang Pembentukan Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan
Dacrah Kotamadva Daerah Tingkat Il Magelang :

b. Peraturan Daersh Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang
Nomor 5 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan lata
Kerja Sekretariat Wilayah Dacrah dan Sekretariat Dewan
erwakilan Rakyat Daerah Kotamadva Daerah Tingkat II
Magelang

¢. Perda Nomor | Tahun 1993 tentang Pembentukan Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelola Pasar Kotamadva
Daerah Tingkat IT Magelang ;

d. Perda Nomor 3 Tahun 1995 tentang Pembentukan Susunan
Orgamsas) dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masvarakat
Desa Kotamadya Dacrah Tingkat [T Magelang ;

e. Perda Nomor 4 Tahun 1993 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kermja Kantor Bina Sosial Polittk  Kotamadya Daerah
Tingkat Il Magelang :

f. Perda Nomor 2 Tahun 1996 tentang Pembentukan Susunan
Organisasi dan Tata Kerga Dinas Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan Kotamadya Daeralh Tingkat [I Magelang ;

Perda Nomor 5 Tahun 1996 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kernja Dinas Panwisata Kotamadya Daerah T'ingkat II
Magclang .

h. Perda Nomor 3 Tahun 1997 tentang Perubahan Pertama
Pcraturan dacrah Kotamadva Dacrah Tingkat II Magclang
Nomor 5 Tahun 1992 tentang Susunan Oreanisasi dan Tata
Kerja Sckretaniat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya daerah Tingkat I
Mageclang

. Perda Nomor 8 Tahun 1997 tentang Pembentukan Oraanisas;i

dan Tata Kena Kantor Arsip Dacrah Kotamadya Daerah

Tingkat [T Magelang:

na
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fmundaneokan & Magclang
» - 5
Pada taneeal 2 Januan 2001

SFRRELA

1 FMBARAD
TAHUN 2001 NOMOR S

SERI ID NO. J

J. P_'«‘-l'ﬂu ~omor 9 Tahun 1997 tentang Pembentukan Susunan
f‘}rg:m:aurﬂ dan  Tawa Kerja Kantor Pengolahan Data
Eiektronik Kotamadva Daerah Tingkat [I Magelang :

serta ketentuan lain vang bertentangan dengan Peraturan Daerah
Ini dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 32
Hal-hal vang belum diatur dalam Peraturan Daerah in1 sepanjang

mengenal pelaksanaannva akan diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Walikota.

Pasal 33

Peraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supava setiap orang dapat mengetahuinya, memerntahkan
cenoundanegan Peraturan Dacmh dengan pencmpatannya dalam
pene g

| embaran Daerah Kota Magelang

Disahkan di Magelang

% o - f .".--l-" -
pudu L':J.TIESHI 19 \JENS Lo (L 0L

WALIKOTA MAGELANG

\ Yotiyui®

[l FAIIRIYANTO

RIS DAERAH KOTA MAGELANG

s LA N O
l"t‘l!rhM;i i L‘.mu MVuouda

TP, 500 032 53

BAFRAH KOTA MAGELANG
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PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAFE RAH KOTA MAGELANG
NOMOR 17 TAHUN 2000

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA LEMBAGA TEKNIS
KOTA MAGELANG

[ PENJELASAN UMUM

Nengan dikeluarkannya UUndang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemenintahan Dacrah, maka pelaksanaan Otonomi Dacrah vang luas, nyata dan
bertanggung jawab dengan titik berat di daerah Kota perlu segera d iwujudkan

Schubunean dengan hal tersebut, maka perlu adanya penataan kembali
kelembagaan Lembaga Tehnis yang ada di daerah

Untuk maksud tersebut serta guna lebih meningkatkan kelancaran

penyelenggaraan Pemerintahan dan peclaksanaan pembangunan sccara berdava
ouna dan berhasil guna, maka perlu menetapkan kembal Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Lembaga Tehnis Kota Magelang dengan Peraturan Daerah

[1. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal | - Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1) - Cukup jclas
- Yang dimaksud kewenangan Pemerintah adalah

Pasal 2 avat (2) hurut a .
kewenangan Lembaga Tehms
Pasal 2 avat (2) hurutbsde : Cukup jelas.

Pasal 3 s/d 33 - Cukup jelas.
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